BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR ¢2TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN SINGKOHOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu
menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Singkohor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Susuan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Singkohor.

pud

Mengingat . Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3827 };

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemmbentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SINGKOHOR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil;

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Kecamatan adalah Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh
Singkil;
Camat adalah Camat Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan Singkohor
Kabupaten Aceh Singkil;

Seksi adalah Seksi pada Kecamatan Singkohor Kabupaten
Aceh Singkil;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan
SingkohorKabupaten Aceh Singkil; dan ‘

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh
Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan Singkohor.



(1)

(2)

(1)

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

Susunan Organisasi Kecamatan Singkohor, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
g. Seksi Pelayanan Umum;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

Kecamatan Singkohor merupakan satuan kerja perangkat
kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban serta pemberdayaan masyarakat wilayah
kecamatan; )

Kecamatan Singkohor dipimpin oleh seorang Camat yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekda;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kecamatan Singkohor

Pasal 5

Kecamatan Singkohormempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan di bidang pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat, ketentraman dan  ketertiban  umum,
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kecamatan Singkohormenyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;

c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan;

d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; -

e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;

f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

g. pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana
fasilitas pelayanan umum;

h. pengkoordinasian - penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan;

i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;

J. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan
oleh pemerintahan kampung; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kecamatan lainnya yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kecamatan Singkohormempunyai kewenangan
sebagaimana berikut :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

¢. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana
fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung;

g melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan
oleh pemerintahan kampung; dan

h. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan
pembantuan.



(1)

(2)

(1)

Paragraf 2
Camat

Pasal 6

Camat melaksanakan tugas memimpin, mengatur, membina,
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja
kecamatan;

b. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

c. penyelenggaraan pengkoordinasian kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umuurn;

e. penyelenggaraan pengkoordinasian penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan;

f. penyelenggaraan pengkoordinasian pemeliharaan
prasarana dan sarana pelayanan umum;

g penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat
daerah di tingkat Kecamatan;

h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
kampung;

i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
pembinaan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana
Teknis yang ada di wilayah Kecamatan;

J. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

pembinaan kelompok jabatan fungsional pada perangkat

daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

=

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembatu Camat Singkohor di
bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian,
tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data,
informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi, umum, perlengkapan, peralatan,
kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, hukum, perundang-undagan, pelayanan
administrasi di lingkungan Kecamatan.



(3)

(2)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan
kecamatan;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program
kecamatan;

c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi;

d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;

€. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan
kecamatan;

f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,
kerjasama dan hubungan masyarakat;

g penyelenggaraan pengelolaan barang miliki/kekayaan
negara;

h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan ‘tugas dan
fungsinya

i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang diberikan oleh Camat.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi,
pengukuran kinerja dan pelaporan serta pelaksanaan
urusan tata laksana keuangan, pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan urusan verifikasi dan

akuntansi, serta pelaksanaan urusan pelaporan keuangan
Kecamatan Singkohor.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang
meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kerumahtanggaan,
perlengkapan, perjalanan dinas, penataan arsip serta
kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai serta
organisasi ketatalaksanaan.

Paragraf 4
Seksi -seksi
Pasal 9

Seksi  Pemerintahan  mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas
melakukan koordinasi dengan pemuka agama, kepolisian
negara republik indonesia dan/atau tentara nasional
indonesia untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
umum masyarakat diwilayah kecamatan;



(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ~mempunyai tugas
mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah serta
melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap
keseluruhan unit kerja yang mempunyai program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

(4) Seksi  Kesejahteraan Masyarakat mempunyai  tugas
menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan
peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

(5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas perencanaan dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kepada
masyarakat.

BAB 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaim;ana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Camat;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan
diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari
Bupati.



Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Kecamatan Singkohor adalah sebagai

berikut:

a. Camat merupakan jabatan administrator dengan eselonering
HIE:&

b. Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan administrator
dengan eselonering IIl.b;

c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan
eselonering IV.a; dan

d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan
eselonering IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala
Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern
maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kecamatan
Singkohor wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah. '

Pasal 16

(1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris
Kecamatan atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili
Camat.

(2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan, tidak dapat menjalankan
tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah
seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan Singkohor dapat
mendelegasikan kewenangan tertenty kepada pejabat setingkat

dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
Kecamatan Singkohor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

‘Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; :
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Kecamatan
dalam Lingkup Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. :

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rapwi Awal1438 H
: XQACEH SINGKIL,/
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Diundangkan di Singkil

pada tanggal 99 Desember 2016 M
99 Rabiul Awal 1438 H

KRETARIS DAERAH I&/

ACEHSINGKIL,

ypo



f< \a ] ]
Aﬂm.uzaﬂ_mﬂﬁuhﬂmbm” Nd s$ UBBUIWIS] SHIep : ----------------
,,.,. - ..4. 3 5 }
V,,..;...w /,/f s BunsFuej ueseje suey :
N : : ueBuerajoy
, LVIVIVASVIA LVIVIVASYIN NVEILIHELAN
IR NYNVAVTAd erde NVVIHLHV ESEY ISHHES NVVAVAQIEGNEd ISMES NVA NVAVILNILIN ISMFIS NVHVINRIANGd VIVL IS)a8
1 1 1 I
| T m) 1
S e e |
a
|
NVIVMAVOAJHN NVONVNEA 1{
NVA WNAN DVE 9nS NVd NVVNVONTIAd DvVE 9ns “ {
I - 4 |
I
|||||||||||||||||| - fi
~ TVNOISONNA
Sl NVLVEVY IOdINOTEN
LVIAVO
JOHOMHDNIS NVIVINVOTH

ISVSINVDIO ANLANALS NVOVE

JOHOMODNIS NVILVINVOTH

Vraay VIV NVd ISVSINVDIO NVNASNS
ONVINAL

910 NOAHV.Lz9 YOMON

HIDV ISNIAOAJ

TIHODNIS HIDV LLVdNE NVINLVIAd
NVIIdWV'T



